PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALINAU NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KABUPATEN MALINAU PADA

KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI MALINAU,

. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam

yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta
merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak
dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional
sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dan dapat
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam
pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi perlu adanya
koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

. bahwa ketentuan pidana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2005 perlu diubah pengaturan tentang sanksi
pidananya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Malinau pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor................



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4216);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tah 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

13. Keputusan Menteri Energi..............



13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar
Kewenangan Kabupaten dan Kota dari Departemen/LPND;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Malinau
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2002 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Malinau Pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2005 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEWENANGAN KABUPATEN MALINAU PADA KEGIATAN
USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal |

Merubah BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 8 ayat (1) “pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan” menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan sehingga Pasal 8
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

”BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000.- (dua
puluh lima juta rupiah) kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan

yang berlaku.
(2) Tindak Pidana................



(2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.”
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 9 September 2011.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 9 September 2011.

PLT.SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011 NOMOR 1.
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